
BUPATI KUANTAN SINGINGI

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 1? TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan
Realisasi Semester Pertama APBD Dan Perubahan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah huruf
D. Pergeseran Anggaran, Ketentuan Umum huruf
h. bahwa pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan melalui

ketetapan kepala daerah,

b. beradsarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tentang
Jaminan Kesehatan:

c. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pegelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Dampaknya,
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d. berdasarkan Surat Edaran Nomor SE 2/PK/2021
tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun

Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease,

e. berdasarkan SK Gubernur Riau No. Kpts.

48B8/V/2021 tentang Perubahan Atas SK
Gubernur Riau No. Kpts 74/1/2021 tentang

Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus

Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau

Tahun Anggaran 2021,

f. berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kuantan Singing Tahun

Anggaran 2020,

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf f, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun
2020 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021:

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286):

Dipindai dengan CamScann



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355):

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44210):

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438):

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 5049):

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan

(Lembarang Negara Tahun 2011 Nomor 82):

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679),

7.
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10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028):

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor

74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

9.

Republik Indonesia Nomor 5340),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

Tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerahkepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693),

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomorl8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur

Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
Riau,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administrasi

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16

Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
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19.

20.

21.

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaiman telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerahtentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 525),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754),

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62
tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita
negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1067):
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung

jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik:

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021,

Keputusan Menteri Dalam: Negeri Nomor Tahun

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi,

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singini
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Nomor 1):

Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 3

Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020
Nomor: 3 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi 5.78.A/2020),

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 69
Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2020 Nomor: 69).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR

69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singinngi Tahun 2019

Nomor 83) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 semula

sebesar Rp.1.288.508.157.062 bertambah sebesar Rp.93.062.762.167

sehingga menjadi Rp.1.381.570.919.229, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp.1.247.558.196.147

b. Bertambah Rp. 73.647.448.957

Jumlah pendapatan daerah Rp.1.324.205.645.104

2. Belanja daerah

a. Semula Rp1.288.508.157.062

b. Bertambah Rp. 93.062.762.167

Jumlah belanja daerah Rp.1.381.570.919.229

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp.40.949.960.915

2) Bertambah Rp.16.415.313.210

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp.57.365.274.125
perubahan
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b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp.0

2) Bertambah Rp.0

Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. O

setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp.0p.
perubahan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati Kuantan Singingi dengan penempatannya dalam berita

daerah.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 31 Mei 2021

KUAN

H. MURSINI£
Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 3! Mei 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

(hill ———1 2
7 al

AGUS MANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020
NOMOR: (7
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